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PENETAPAN
Nomor 0122/Pdt.P/2020/PA.Una,
2 z
4'@.)/‘;@\3”;\——*;9

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang diajukan oleh:

Ahmad R. Bin Abd. Rahim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Puurau, Kecamatan
Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon
l.

Nasria Binti Abd. Hak, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Desa
Puurau, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe

Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Unaaha dengan register perkara Nomor 0122/Pdt.P/2020/PA.Cms. pada
tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1999 Pemohon | dan Pemohon Il

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lansilowo;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dalam
usia 24 tahun, dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 12 tahun;

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung
Pemohon Il bernama Abd. Hak yang kemudian menyerahkan perwaliannya
kepada pak Sarifuddin imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon I
dengan Pemohon |[;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
bernama bapak Mahada dan bapak Maharasa dengan mas kawin berupa
30 pohon kelapa;

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah tinggal bersama di
Kelurahan Lansilowo Laut dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang
anak, yang bernama:

- Fira Fitrya Dewi Binti Ahmad R lahir tanggal, 08 November 1999;
- Hengki Feri Efendi Bin Ahmad R, lahir tanggal, 08 Agustus 2001;
- Riski Zahrani Sri Dewi Binti, Ahmad R, lahir tanggal, 22 Juni 2015;

8. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sampai saat ini tidak mendapatkan
Buku Nikah yang disebabkan Pomohon tidak pernah mencatatkan
pernikahannya sementara Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan
pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon |
dan Pemohon Il serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon |
dan Pemohon IlI;

9. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan permohonan ini agar
dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il

yang terjadi pada Tanggal, 11 Juni 1999 di Kelurahan Lansilowo;
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10. Bahwa oleh karena Pemohon | dengan Pemohon |l saat ini telah
berkediaman tetap di Desa Puurau yang merupakan wilayah Hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara mohon kiranya agar pernikahan
para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Utara;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia
memenubhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (Ahmad R. Bin Abd. Rahim)
dengan Pemohon II (Erniwati binti Abd. Hak) yang dilangsungkan pada
Tanggal, 11 Juni 1999 di Kelurahan Lansilowo;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara;

4. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara
terpisah sebagai berikut:

1. Jamil Bin Lasagu, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Daimba, Kecamatan Wawonii
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Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan di bawah sumpahnya menerangkan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon |l karena saksi adalah
sepupu Pemohon ll;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il pada
tahun 1999 di Kelurahan Lansilowo, Kecamatan Wawonii Utara,
Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Abd. Hak yang kemudian menyerahkan perwaliannya
kepada Sarifuddin, seorang imam desa setempat untuk menikahkan
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi nikahnya adalah Mahada dan Maharasa serta
maharnya berupa 30 pohon kelapa;

- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon | mengucapkan
ijab kabul;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l menikah secara Islam;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon | adalah jejaka sedangkan
Pemohon Il adalah perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab
dan hubungan sesusuan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan
pernikahan mereka;

- Bahwa selama menikah, Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai;

- Bahwa selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il belum
mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak
didaftar di KUA setempat;

- Bahwa tujuannya Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan isbat
nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan
Pemohon | dan Pemohon |l dan untuk mengurus keperluan

pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan Termohon;
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2. Abd. Hak Bin H. Jabir, umur 65 tahun, agama lIslam, pendidikan SMA
pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Mata Dimba, Kecamatan
Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpahnya
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon, karena Saksi adalah Ayah
Kandung Pemohon lI;

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang
menikah secara Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, pada tanggal 11 Juni
1999;

- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon dan
menyaksikan berlangsungnya akad nikah Pemohon | dengan
Pemohon Il;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon yang bernama Abd. Hak yang kemudian menyerahkan
perwaliannya kepada Sarifuddin, seorang imam desa setempat untuk
menikahkan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa Saksi mendengar langsung ucapan ijab dari wali nikah dan
ucapan qabulnya dari Pemohon I, dan maharnya berupa 30 pohon
kelapa;

- Bahwa dalam akad nikahnya disaksikan 2 orang saksi nikah masing-
masing bernama Mahada dan Maharasa, keduanya laki-laki, sudah
akil baligh serta beragama Islam;

- Bahwa status Pemohon | sebelum menikah adalah jejaka dan
Pemohon Il adalah perawan;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah yang dekat,
atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sampai saat ini rukun
dan damai dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon Il adalah satu-satunya isteri

dari Pemohon I;
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- Bahwa terhadap status perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak-
pihak yang merasa keberatan atau mempersoalkan perkawinannya;

- Bahwa selama ini Para Pemohon belum mendapat Buku Nikah karena
tidak mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah yang resmi untuk
keperluan pengurusan administrasi kependudukan, terutama
pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mencukupkan dengan bukti-bukti
surat dan saksinya sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak mengajukan
bukti-bukti yang lainnya lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang isinya mohon agar majelis mengabulan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara
ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa permohonan Para Pemohon, telah diumumkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Unaaha sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, dan ternyata hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang
pun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon
tersebut. Oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para
Pemohon memohon agar perkawinannya yang telah dilangsungkan menurut
hukum Islam pada tanggal 11 Juni 1999 di Wilayah Hukum Kecamatan
Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disahkan pengadilan,
karena perkawinan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon sangat
membutuhkan bukti perkawinannya yang sah dan otentik guna mengurus

dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal-hal
yang terjadi dalam persidangan, memandang perlu untuk terlebih dahulu
mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan
menurut hukum yang berlaku, yaitu:

a. Suatu pernikahan dipandang sah apabila telah dipenuhi rukun dan
syaratnya sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam ( Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

b. Rukun nikah ( Pasal 14 KHI ) adalah:

- Ada calon suami,

- Ada calon isteri,

- Ada wali nikah,

- Ada dua orang saksi, dan
- Ada ijab dan kabul.

c. Kelima rukun nikah harus memenuhi syarat-syarat masing-masing
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasala-pasal 15, 16,18,
20, 25, dan 27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

d. Perkawinan tidak melanggar larangan kawin disebabkan pertalian nasab,
kerabat semenda dan pertalian sesusuan (pasal 39 KHI) dan larangan
kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal 40, 41, 42, 43 dan
44 KHI,

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-daliinya, Para Pemohon
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon,
telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu bukti tersebut
dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 orang saksi dinilai satu dengan
yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan
Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
unsur ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dan oleh karenanya
secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalii permohonan Para

Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang telah
dikuatkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis telah
menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara Islam pada tahun
1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara,
Kabupaten Konawe Kepulauan;

2. Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan
rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut
hukum Islam maupun menurut hukum positif;

3. Bahwa para Pemohon sebelum perkawinannya, tidak mendaftar terlebih
dahulu pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon
tidak memiliki bukti sah atas perkawinannya;

4. Bahwa pada saat ini Pemohon Il adalah satu-satunya isteri Pemohon |, dan
tidak ada isteri lainnya selain Pemohon lI;

5. Bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tidak pernah cerai dan
sampai saat sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

6. Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status
perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon tersebut hingga saat ini
tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar).
Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab
Khallaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 930, yang kemudian diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

g Lgi) o Ol o A3 iyl ala La A g 3l g (DM A g AT SR e (e

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu
sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami

isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain *
Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan
akan mengakibatkan Para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan
ketidakpastian, sehingga Para Pemohon serta anaknya tidak akan

mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena
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itu perkawinan Para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai

dengan kaidah ushul figh:
ol Qla o adka aalial) 0

Artinya :  “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)
jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar
larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sebagaimana ketentuan Pasal 8
sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, sehingga oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa petitum
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il pada angka 2 surat permohonannya,
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il pada angka 2 surat permohonannya, maka sudah
selayaknya apabila Pemohon | dan Pemohon Il diperintahkan untuk
mendaftarkan penetapan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Ahmad R. Bin Abd. Rahim)
dengan Pemohon Il (Nasria Binti Abd. Hak) yang dilaksanakan pada
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tanggal 11 Juni 1999 di Kelurahan Lansilowo, Kecamatan Wawonii Utara,
Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon |l supaya mendaftarkan
Penetapan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sejumlah
Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Jum’at, tanggal 17 Juli 2020 M. bertepatan dengan
tanggal 26 Dzulga’dah 1441 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.HI., M.H. dan Dita Wardhani
Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu
oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon Il.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.l., M.H. Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera
Drs. Safar, M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
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3. Biaya Panggilan/PNBP : Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah . Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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